BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai

tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka
pendidikan perlu diselenggarakan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan
pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola,

akuntabilitas dan pencitraan publik;

. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk memperoleh layanan
pendidikan yang bermutu dalam rangka wajib belajar,
Pemerintah Daerah perlu memberi jaminan pendidikan

bagi peserta didik;

. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib
yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah
Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan yang bermutu, tepat, efisien,

efektif dan produktif;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu



Mengingat :

1.

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
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8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4754);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah /Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan
Pengawas Satuan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/
Madrasah;

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah
Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 409);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1.

2
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Alor.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

Bupati adalah Bupati Alor.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Alor.
Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.

Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah,
Pemeritah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan
hukum penyelenggara dan satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau

masyarakat.



